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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : P.23/MENHUT-II/2012 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HUTAN 

PADA PERUM PERHUTANI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan 
Negara, maka Perum Perhutani wajib menatausahakan 
keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi 
kehutanan yang berlaku; 

 
 b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman pelaporan 
keuangan pengelolaan hutan pada Perum Perhutani; 

 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan 
Hutan Pada Perum Perhutani; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

 
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

 
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

 
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang 

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124); 

 
 5. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  47  Tahun  

2009  tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian  
Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

 
 6.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 

2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
59/P Tahun 2011; 

 
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
142); 

 
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405); 

           
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN 

PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HUTAN PADA PERUM 
PERHUTANI. 

 
Pasal 1 

 
Pedoman pelaporan keuangan pengelolaan hutan pada Perum Perhutani 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini. 

 
Pasal 2 

 
Pedoman pelaporan keuangan pengelolaan hutan pada Perum Perhutani 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Perum 
Perhutani dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan hutan. 

 
Pasal 3 

 
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka pelaporan keuangan pengelolaan 
hutan yang telah disusun oleh Perum Perhutani dianggap sah dan berlaku, 
selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini. 

 
Pasal 4 

 
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H) 
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khusus yang mengatur mengenai pelaporan keuangan pengelolaan hutan pada 
Perum Pehutani, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Juni 2012 

MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
ZULKIFLI HASAN 
 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*belum dalam bentuk lembaran lepas 
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